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“Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada 

tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.” 

MISI 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan 

ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, 

interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar 

mampu bersaing diera global. 

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan 

nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu 

pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam 
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bidang hukum. 

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia. 

7. Mengembangkan kerjasama dengan institusi nasional dan internasional dalam 

melaksanakan Tri Dharma di bidang hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya 

secara berkelanjutan, serta dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat 

ekumenis. 
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A. Nama : Inoto Saro Waruwu 

B. NIM : 2140057001 

C. Bagian : Hukum Administrasi Negara 
D. Judul : Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Izin 

Tinggal (Overstay) Warga Negara Asing Di 

Indonesia. (Studi Kasus Putusan Nomor 

1972/Pidsus/2017/Pn.Jkt.Brt) 

E. Halaman : i-xii, 108 halaman + Daftar Pustaka 
F. Kata Kunci : Overstay, Warga Negara Asing, Penegakan 

Hukum, Izin tinggal, Indonesia. 

G. Ringkasan Isi : 

Masuknya warga negara asing ke Indonesia tidak dapat dihindari , karena 

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang tidak dapat terlepas dari 

perkembangan globalisasi yang terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa semakin banyak 

orang asing yang memasuki wilayah Indonesia, maka semakin banyak juga 

kemungkinan timbulnya permasalahan baru, khususnya pelanggaran imigrasi 

termasuk melebihi masa berlaku izin tinggal dan penyalahgunaan visa dan izin tinggal. 

disisi lain, warga Negara asing yang mendapatkan Tindakan Keimigrasian sering 

sekali merasa tidak adil atau di rugikan terhadap tindakan penegakan hukum tersebut. 

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah sistem penegakan hukum 

Atas Pelanggaran Izin Tinggal (Overstay) Warga Negara Asing Di Indonesia, dan 

bagaimanakah Penerapan hukum dan implementasinya terhadap pelanggaran izin 

tinggal dalam Putusan Nomor 1972 / Pidsus / 2017 / Pn.Jkt.Brt. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus atau 

case approach. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum 

primer: Undang-undang dasar 1945, Kitab Undang-undang hukum pidana, Kitab 

Undang-undang hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, Putusan Nomor 1972/Pidsus/2017/Pn.Jkt.Brt, sedangkan bahan hukum 

sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, bahan hukum tertier berupa 

kamus, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis. 

Dari hasil penilitian ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum Atas 

Pelanggaran Izin Tinggal (Overstay) Warga Negara Asing Di Indonesia dapat 

dikenakan sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hakim dalam putusan Nomor 

1972/Pidsus/2017/Pn.Jkt.Brt, mempertimbangkan lamanya overstay, alasan overstay, 

dan sikap terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Putusan ini menegaskan pentingnya 

penegakan hukum yang tegas namun tetap memperhatikan prinsip keadilan dan 

proporsionalitas. 

 

H. Daftar Acuan : 38 buku, 14 buku peraturan 

I. Dosen Pembimbing I : Tomson Situmeang, S.H., M.H 

Dosen Pembimbing II : Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, STH.,SH.,MH 

 

Jakarta, 10 Juli 2024 

Penulis 

 

 

Inoto Saro Waruwu 



xiv Universitas Kristen Indonesia  

ABSTRACT 

 
J. Name : Inoto Saro Waruwu 

A. NIM 2140057001 

B. Specialization Program : State Administration Law 
C. Title : PENEGAKAN HUKUM  ATAS 

PELANGGARAN  IZIN TINGGAL 

(OVERSTAY) WARGA NEGARA ASING DI 

INDONESIA. (STUDI KASUS PUTUSAN 

NOMOR 1972 / PIDSUS / 2017 / PN.JKT.BRT) 

 

D. Halaman : i-xii, 108 Pages 

E. Kata Kunci : Overstay, Foreign Citizens, Law Enforcement, 

Residence Permit, Indonesia 

F. Content Summary 
The entry of foreign nationals into Indonesia cannot be avoided, because Indonesia 

is part of the world community which cannot be separated from the developments in 

globalization that are occurring. There is no doubt that the more foreigners who enter 

Indonesian territory, the greater the possibility of new problems arising, especially 

immigration violations including exceeding the validity period of residence permits 

and misuse of visas and residence permits. On the other hand, foreign citizens who 

receive immigration action often feel unfair or disadvantaged towards the law 

enforcement action. The formulation of tproblems in this thesis are how is the law 

enforced for violations of residence permits (overstay) of foreign nationals in 

Indonesia, and how is the law applied and implemented for violations of stay permits 

in Decision Number 1972 / Pidsus / 2017 / Pn.Jkt.Brt. 

This research is normative legal research with a case approach. The data used is 

secondary data in the form of primary legal materials: the 1945 Constitution, the 

Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law Number 6 of 2011 concerning 

Immigration, Decision Number 1972/Pidsus/2017/ Pn.Jkt.Brt, while secondary legal 

materials are obtained from books and other literature, tertiary legal materials are in 

the form of dictionaries, then the collected legal materials are compiled and analyzed. 

From the results of this research, it can be concluded that law enforcement for 

violations of residence permits (overstaying) of foreign nationals in Indonesia can be 

subject to imprisonment and fines based on Law Number 6 of 2011 concerning 

Immigration. The judge in decision Number 1972/Pidsus/2017/Pn.Jkt.Brt, took into 

account the length of the overstay, the reasons for the overstay, and the defendant's 

attitude in handing down the decision. This decision emphasizes the importance of 

strict law enforcement but still paying attention to the principles of justice and 

proportionality. 
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